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ABSTRAK 

Tesis ini membahas tentang permohonan Judicial Review Pasal 55 ayat (2) dan ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap 

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh saudara 

Dadang Achmad. Inti pokok persoalan tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum 

dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3), seperti yang diamanati oleh Pasal 28 D ayat (1). 

Merespon hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 93/PUU-

X/2012, yang pada poin intinya adalah menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2).  

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memberikan titik fokus perihal bagaimana 

dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 

93/PUU-X/2012. Dan apakah putusan No. 93/PUU-X/2012 dapat memberikan 

kepastian hukum. 

Penelitian ini merupakan library research dengan data primer berupa Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Adapun data sekundernya berupa 

sejumlah literatur yang terkait seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen 

lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interrelated system-maqasid 

syariah Jasser Auda untuk melihat trouble of system kewenangan antar lembaga 

pengadilan dan juga norma hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 adalah upaya MK untuk menstabilkan kembali 

terhadap sistem dalam dua aspek, pertama dalam kewenangan absolute pengadilan 

agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU 30/1990. Kedua, 

dalam  norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Sehingga setelah dihapuskan penjelasan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah 

menjadikan sistem peradilan dan hukum menjadi baik dan tentunya menjamin 

kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam perkara ekonomi syariah. 

 

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Maqasid al-

Syariah  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This thesis discusses the application for the Judicial Review of Article 55 paragraph 

(2) and paragraph (3) of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking against 

Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution to the Constitutional Court, which 

was submitted by Dadang Achmad. The main point of the problem is the absence of 

legal certainty in Article 55 paragraphs (2) and (3), as mandated by Article 28 D 

paragraph (1). In response to this, the Constitutional Court issued the Constitutional 

Court's decision no. 93/PUU-X/2012, which in essence is the abolition of the 

Elucidation of Article 55 paragraph (2).  

Departing from this, this research provides a focal point on how the basic 

considerations of the Constitutional Court Judges regarding the decision no. 93/PUU-

X/2012. And whether decision No. 93/PUU-X/2012 can provide legal certainty.  

This research is a library research with primary data in the form of Constitutional 

Court Decision No. 93/PUU-X/2012. The secondary data is a number of related 

literature such as books, journals, articles and other documents. The data is then 

analyzed using Jaseer Auda's maqasidh al-syariah in order to find maslahah and/or 

legal certainty. The research approach is a juridical-normative approach. The results 

of the analysis show that the consideration of the Panel of Judges of the 

Constitutional Court is universally in accordance with Maqasidh al-Syariah Jaseer 

Auda. The consideration of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-

X/2012 emphasizes the principle of legal certainty in terms of litigation, and non-

litigation actually still causes legal uncertainty, and in this case has an influence on 

the existence of the Religious Courts in strengthening their authority in resolving 

non-Islamic banking disputes. -litigation by returning to the settlement of civil 

disputes based on Law 30/1990. 

Keyword : Sharia Banking, Constitutional Court, Judicial Review, Maqasid al-

Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan syariah diawali dengan pendirian Bank Muamalat 

pada tahun 1992, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dengan dukungan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan.
1
 Sebagaimana halnya 

perbankan konvensional lainnya di Indonesia, perbankan syariah memiliki fungsi 

yang sama yaitu sebagai lembaga perantara finansial (intermediary financial), yang 

melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat.
2
 Pada awal berdirinya, bank 

syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal, karena landasan hukum yang 

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 hanya dikategorikan sebagai 

“bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta 

jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk mempercepat laju 

perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah, memerlukan dukungan dari 

berbagai aspek, terutama aspek regulasi pemerintah yang jelas dan rinci.

                                                           

1
 Yusuf Wibisono, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, 

Nomor 2, Mei–Agustus 2009, hlm.105   

2
 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah (Jakarta: 

Sinar Grafika,  2012), hlm. 40. 
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Seiring berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah mengalami 

kemajuan sejak diterbitkannya sistem yang memadai, yaitu undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999, perihal Bank Indonesia kemudian yang diperkuat 

oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004.
3

 Selanjutnya tercatat mengalami 

perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah 

mencapai dari 30% per tahun.  

Pada aspek hukum, perkembangan bank syariah memiliki perkembangan 

signifikan hal tersebut ditandai dengan lahirnya perbaikan aturan oleh bank Indonesia 

pada tahun 2002 tentang unit usaha syariah melalui peraturan bank Indonesia Nomor 

4/1/PBI Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank 

Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
4
 

Peradilan agama baru mendapat otoritas untuk memeriksa, memberikan 

keputusan, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bermula dari lahirnya 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul pilihan penyelesaian sengketa yang 

baru, yang termaktub pada Pasal 49 huruf (i). Amandemen ini memberi perubahan 

                                                           

3
 Ibid. 

4
 Ibid., hlm.1. 
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pada eksistensi Pengadilan Agama yang mendapatkan kewenangan absolut dalam 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
5
 

Namun setelah disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli tahun 2008, secara resmi industri perbankan 

syariah di Indonesia memiliki kebijakan secara sah yang mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan perbankan syariah. Menurut Pasal 1 ayat 7 pengertian Bank Syariah 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 

terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS).  

Pada tahun 2012 terdapat permohonan uji materiil Pasal 55 ayat (2) dan ayat 

(3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) 

UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Dadang Achmad 

berlandaskan pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 322/PAN.MK/2012 

dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 

2012 dengan No. 93/PUU-X/2012. pada tanggal 9 Juli 2009 Seorang nasabah Bank 

Muamalat cabang Bogor melakukan akad pembiayaan musyarakah (tentang 

perpanjangan jangka waktu dan perubahan jaminan) yang dibuat dihadapan Notaris 

Catur Virgo di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2010. Pengajuan ini dilatarbelakangi 

oleh adanya ketidakpastian hukum dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah 

Bank Muamalat Indonesia yang sedang bergulir perkaranya ke Mahkamah Agung 

                                                           

5
 Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, hlm.8   
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untuk menyelesaikan sengketa kewenangan peradilan yang berwenang menyelesaikan 

permasalahannya, tetapi terdapat ketidakpastian hukum yang tercantum dalam Pasal 

55 Ayat 2.
6
 

Penjelasan pada Pasal 55 ayat (2) dan (3) menyebabkan ketidakpastian 

terhadap hukum yang memunculkan proses penyelesaian sengketa. Terdapat 

kontradiktif yakni pada ayat 2 dijelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa para 

pihak dapat menyelesaikan sesuai dengan isi akad, sedangkan dalam ayat 3 

penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Maka lahirlah 

penafsiran sendiri-sendiri sehingga menimbulkan makna kepastian hukum menjadi 

tidak ada dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28D ayat (1).
7
 

Dalam pasal demi pasal dijelaskan dalam menyelesaikan suatu sengketa 

dilakukan berdasarkan dengan isi akad, yaitu  dilakukan melalui: a) musyawarah, b) 

mediasi, c) melalui proses Arbitrase yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat 

Indonesia (BAMUI), kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-

09/MUI/XII/2003, karena pada umumnya akad (perjanjian) antara bank syariah 

dengan nasabahnya selalu mencantumkan arbitration clause, dan/atau, d) dapat 

melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.  

                                                           

6
 Gala Perdana Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, Tesis, 2016 : Universitas Sumatera Utara. 

7
 Ibid., hlm. 9   
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Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 memberikan 

pemahaman penanganan sengketa perbankan syariah secara opsional, yaitu bisa 

Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Apabila suatu undang-undang mengizinkan 

memilih untuk menggunakan suatu fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan 

pada ayat yang lain dengan tegas telah menentukan peradilan mana yang harus 

dipakai, maka dengan adanya kebebasan untuk memilih akan mengakibatkan 

berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan dapat menimbulkan adanya tumpang 

tindih kewenangan untuk mengadili. Hal ini karena masing-masing kawasan 

peradilan memiliki kewenangan mengadili secara terbatas terhadap kasus yang 

ditumpahkan undang-undang.
8
 

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 

93/PUU-X/2012 sebagai jawaban dari kontroversi Pasal 55 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena 

bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945. Tidak sampai di sini, putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut secara resmi telah memberikan kewenangan 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Kembali seperti 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (i), akan tetapi masih menimbulkan 

masalah dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya menghapus penjelasan Pasal 55 

ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, sedangkan tidak melakukan 

penghapusan ayat (2), sehingga pasal tersebut masih berlaku dan para pihak 

                                                           

8
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, cet. ke-10 (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 181. 
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bersengketa tetap mempunyai kebebasan memilih pengadilan yang mereka sepakati 

untuk menyelesaikan masalah sengketa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan memperhatikan masalah, maka 

rumusan masalah yang menjadi kajian penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Memandang Pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan No.93/PUU-X/2012? 

2. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tersebut ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa 

perbankan syariah pada putusan No.93/PUU-X/2012. 

2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap 

kepastian hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini antara 

lain:  

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya bukti empiris putusan 

Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di Indonesia, sehingga dapat menambah khazanah 

keilmuan dan bermanfaat guna perkembangan keilmuan terkait dengan 

pemidanaan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.  

2. Secara Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi Pemerintah berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 

No.93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di 

Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini, dapat dijadikan informasi dan 

bahan pertimbangan untuk penegak hukum khususnya hakim dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini berguna 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 

terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Imam Yahya
9
 telah mengkali tentang Sengketa Ekonomi 

Syariah di Indonesia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. 

Hasil dari penelitian tersebut, yaitu menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah 

setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada 29 

                                                           

9
 Imam Yahya, “Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,”.Jurnal Al Manahij, Vol. X, No 1 (Juni 2016). 
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Agustus 2013, eksistensi Pengadilan Agama menjadi salah satu peradilan yang 

berwenang dalam menangani sengketa ekonomi syariah.Husni Kamal juga 

menuturkan hal yang sama dalam penelitiannya tentang Analisis Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa sejak putusan MK No. 93/PUU-X/2012, maka tidak ada lagi 

dualisme kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

melalui jalur litigasi
10

. 

Begitu juga dengan penelitian Hervina
11

, yang mengkaji tentang pembatalan 

Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan ayat (2) pasal 55 no. 21 Tahun 2008 pada 

tahun 2013, yang menimbulkan dikotomi kewenangan dan ketidakpastian hukum 

dengan mengeluarkan putusan No. 93/PUU-X/2012 tentang Perbankan Syari'ah 

sebagai bentuk penyelesaian kontroversi kewenangan Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama terkait dengan sengketa ekonomi syari'ah. Karena sebab itu 

kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah di dalamnya termasuk 

perbankan syariah, secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

                                                           

10
 Husni Kamal, Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk No. 

93/PUU-X/2012, Jurnal Al-Mashaadir, Vol.1 No.1 (Januari 2019).  

11
 Hervina, “Kontroversi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama dalam 

Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syari‟ah di Indonesia”. Journal Mazahib, Volume 13, Issue 1 

(June 2014). 
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Adapun menurut Musatakalima
12

, pada Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 

membuktikan adanya anggapan ketidaksiapan dan ketidakpercayaan kepada 

Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis Perbankan Syariah melatar 

belakangi kewenangan Peradilan Negeri untuk menangani permasalahan di bidang 

Perbankan Syariah. Hal ini berimplikasi terhadap kompetensi absolut Peradilan 

Agama yang tidak utuh, karena menimbulkan dualisme kewenangan yang akan 

mengakibatkan konflik dalam peradilan. 

Gala Perdana Putra Lubis menjelaskan hal yang sama dalam penelitiannya, 

bahwa MK melalui putusan No. 93/PUU-X/2012 hanya mengabulkan sebagian 

dengan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Kemudian akibat hukum yang lahir setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 

No.93/PUU-X/2012 adalah pilihan forum penyelesaian sengketa secara non-litigasi 

tidak lagi terbatas hanya pada yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 

No.21 Tahun 2008, masih ada forum penyelesaian non-litigasi lainnya yang juga 

dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak. Secara khusus kewenangan 

                                                           

12
 Mustaklima, “Kewenangan Peradilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 

UU No. 21 Tahun 2008”. Jurnal Al Mawarid Vol XI, No. 1 (Feb-Agustus 2010 ). 
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pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat 

dipergunakan lagi.
13

 

Namun dalam penelitian Heris Suhendar
14

 terkait dengan kekuasaan 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah setelah putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Keputusan Mahkamah Konstitusi 

telah memberikan kekuasaan yang absolut terhadap Pengadilan Agama, terkait hal ini 

Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa 

Perbankan Syariah. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

menimbulkan pemahaman yang kontradiktif, karena pada Pasal 55 ayat (2) 

bertentangan dengan pasal (1) yang menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah 

harus dilaksanakan di Pengadilan Agama, sedangkan pada ayat (2) para pihak yang 

bersengketa diberikan pilihan untuk memilih pengadilan sesuai dengan akad. 

Senada dengan penelitian Khotibul Umam
15

yang mengkaji tentang implikasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam penelitian tersebut 

juga memaparkan  bahwa putusan yang bersifat ultra petita dari pertimbangan hukum 

Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

                                                           

13
 Gala Perdana Putra Lubis, Analisis Putusan Mahkama Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 

Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Tesis Universitas Sumatera Utara, 

(2014). 

14
 Heris Suhendar, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbankan Syari'ah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012”. Jurnal 'Adliya, Vol. 9 No.1 (Januari-

Juni 2015). 

15
 Khotibul Umam, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi 

Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Keuangan Syariah”. Jurnal Konstitusi volume 12, Nomor 4 

(Desember 2015 ). 
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93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 

lebih mendasarkan pada keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi, yang intinya 

menegaskan bahwa pasal 55 secara keseluruhan tetap sesuai dengan konstitusi, hanya 

Pasal 55 ayat (2) yang berpotensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

kebingungan hukum. 

Sama halnya dengan Neni Sri Imaniyati yang menyatakan bahwa, Pasal 55 

ayat (2) telah menimbulkan sebuah norma yang membatasi bentuk penyelesaian 

sengketa, sehingga MK telah tepat melakukan Ultra Petita. Peradilan umum masih 

dimungkinkan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi 

kewenangan absolut Pengadilan Agama karena peradilan agama merupakan lex 

specialis dari peradilan umum.
16

 Gunawan Raka juga menyatakan bahwa,Implikasi 

hukum dari penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 / PUU-X / 2012 

adalah bahwa: (a) litigasi syariah tentang penyelesaian perselisihan bank menjadi 

kewenangan absolut pengadilan dalam ruang lingkup pengadilan agama, (b) para 

pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Syariah, 

dan badan arbitrase lainnya.
17

 

                                                           

16
 Anang Siswanto dan Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” Jurnal Novum, Vol. 3, 

No. 1 (2016). 

17
 Gunawan Raka, “Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah 

Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,”  Jurnal Cepalo, Vol. 2, No.1 

(Januari-Juni 2018). 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Khorun Nisa dalam penelitiannya 

bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan 

lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hak nasabah dan unit usaha syariah 

untuk mendapat kepastian hukum akan terpenuhi sebagaimana amanat Pasal 28D ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut Pengadilan 

Agama untuk mengadili sengketa perbankan syari‟ah sebagaimana amanat Pasal 49 

huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
18

 

Neni Sri Imaniyati juga menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa, MK 

telah menganulir semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di dalamnya berisi bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, maka norma utama dalam Pasal 55 

ayat (2) menjadi kabur sehingga mengakibatkan kevakuman hukum (vacumrecht). 

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penafsiran hukum dengan 

menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 

tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat 

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 

memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.
19

 

                                                           

18
 Khoirun Nisa, “Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah,” Jurnal Iqtisad, Vol. 4, No.2 (2017). 

19
 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, “Implikasi Putusan mahkamah Konstitusi (MK) No. 

93/PUU-X/2012 Terhadap penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perbankan Syariah, dalam Prosiding 

Seminar nasional Penelitian dan PKM Sosial,” Jurnal Ekonomi dan Humaniora, (2015). 
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Begitu juga dengan Abdurrahman Rahim
20

dari hasil penelitiannya yang 

menganalisis tentang hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 93/PUU-

X/2012 (studi kasus kewenangan absolut Pengadilan Agama), menjelaskan bahwa 

choice of forum baik secara litigasi (Peradilan Umum) maupun non litigasi untuk 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang ditentukan dalam penjelasan pasal 

55 ayat 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tidak lagi mempunyai hukum mengikat 

secara keseluruhan. Satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yaitu Peradilan Agama, akan tetapi, 

apabila para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di Peradilan Agama, maka 

ketentuan penyelesaian dengan memilih forum di luar Peradilan Agama (non litigasi) 

dapat dibenarkan apabila ada kesepakatan secara tertulis terlebih dahulu antara para 

pihak dan forum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan syariah (pasal 55 ayat 1 dan 3). 

Dody Sulistio dalam penelitiannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pengadilan agama menjadi satu-satunya 

pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kemudian 

PERMA No.14 Tahun 2016 telah memberikan kepastian hukum bahwa eksekusi dari 

putusan BASYARNAS dilaksanakan di PA. PERMA ini merupakan sebuah 

                                                           

20
 Abdurrahman Rahim, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)”. Artikel, dipublikasikan pada tanggal 

12 September 2013 : Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama. 
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kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan dari putusan BASYARNAS 

terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi 

dilaksanakan di Pengadilan Agama.
21

 

Redi Hadiyanto menyatakan hal yang sama dalam artikelnya bahwa, 

Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan para 

pemohon, dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, 

bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 dihapuskan 

karena tidak menjamin kepastian hukum setiap warga negara. Sehingga setelah 

putusan mahkamah konstitusi ini disahkan maka perkara Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, tidak bisa diproses 

dan diputus di luar pengadilan agama.
22

 

Abdul Rasyid dalam kajiannya juga menyatakan bahwa Putusan Nomor 

93/PUU-X/2012 terkait kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah 

dianggap sudah tepat, memutuskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah 

harus melalui peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolutnya. Putusan 

                                                           

21
 Dody Sulistio, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan 

Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Indonesian Journal of Islamic 

Economic and Business, Vol. 2, No. 2 (2017). 

22
 Redi Hadiyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menjadi Kewenangan 

Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” TAHKIM Jurnal 

Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3 No.1 (2020). 
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Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa 

perbankan syariah.
23

 

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini dari berbagai literatur, bertujuan untuk 

membantu penelitian yang lebih komprehensif dengan melakukan tinjauan terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik yang akan 

diteliti, yaitu tentang Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-

X/2012 dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, belum ada penelitian terdahulu yang 

mengkaji tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 secara 

spesifik.  Untuk meningkatkan eksistensi Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang 

memiliki kewenangan yang absolute dalam menangani sengketa Perbankan Syariah, 

analisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 sangat penting 

untuk dikaji. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan suatu kejelasan norma yang dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang terjerat sebuah peraturan. Adanya kepastian 

hukum menjadikan masyarakat mendapat kejelasan dalam skenario hukum yang 

bersifat umum dan mengikat, termasuk konsekuensi dan hak hukum yang berlaku. 

                                                           

23
 Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syariah,” Jurnal Yudisial,Vol.12, No.2 (2019). 
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Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yustisiabel yang berbentuk  

pasal-pasal dalam undang-undang, juga sebagai kesesuaian dalam Putusan Hakim, 

antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim yang lain dalam kasus 

yang serupa. 

Kepastian hukum memiliki asas yang menginginkan agar aturan-aturan umum 

hendaknya dihormati, peraturan sendiri hendaknya memuat rumusan norma yang 

tepat, yakni peraturan tidak diubah tanpa adanya peraturan peralihan, dan 

peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan yang mendesak. 

Secara pokok, teori kepastian hukum memiliki dua definisi, yang pertama 

yaitu adanya aturan yang secara umum dan mengikat bagi individu, agar individu 

paham apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan, yang 

kedua, yaitu terkait keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah, karena kepastian hukum secara umum tersebut individu dapat 

mengetahui apa saja yang dibebankan oleh negara dan apa saja yang tidak 

dibebankan. 

Menurut Hans Kelsen
24

, hukum merupakan sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau das sollen dengan 

menyertakan beberapa tentang apa yang harus dilakukan. Norma disini adalah 

produk atau aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-

aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam 

bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu maupun 

                                                           
24

 Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 38. 
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hubungannya dalam masyarakat. Aturan ini juga menjadi salah satu batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu 

lainnya.
25

 Oleh karena itu, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. 

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerechtigheid), asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di 

depan pengadilan. 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau 

utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum, dan 

kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kegiatan hukum, 

sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekitarnya 

dapat dikemukakan bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan 

yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan 

                                                           

25
 Putera Asmonto, “Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan 

Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum”, Yustisia, (Desember 2014), hlm. 

23. 
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hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 

keadilan.
26

 

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan 

perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Hal ini karena 

kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak 

menimbulkan keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak berbenturan dan 

tidak menimbulkan konflik dalam norma-norma yang ada di masyarakat. 

Sedangkan menurut Utrecht
27

, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama adanya peraturan yang bersifat umum untuk dapat membuat 

seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

Sedangkan pengertian yang kedua adalah kepastian hukum bagi seseorang dari 

kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan-peraturan 

yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang dapat dituntut dan apa 

yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. 

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum dan 

bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. 

                                                           

26
 Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan 

Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Fenomena, vo. X1V, No. 2 (November 2016), hlm. 16. 

27
 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbitan Indonesia, 1965), hlm. 

305. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo
28

, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan upaya 

pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak 

yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis 

yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang 

harus ditaati. 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat 

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mencapai 

keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud nyata, yaitu pelaksanaan 

dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak memandang siapa 

yang dilakukan oleh individu tersebut. Melalui kepastian hukum, setiap orang 

dapat meramalkan apa yang akan dialaminya jika ia melakukan suatu perbuatan 

hukum tertentu. 

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di 

depan hukum tanpa diskriminasi. Dari kata pasti memiliki arti yang erat dengan 

prinsip kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu 

yang dapat disilangkan secara tegas secara hukum formal. Dengan adanya 

kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian 

                                                           
 
28 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 76. 
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hukum, seorang individu tidak dapat memiliki ketentuan baku untuk melakukan 

suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menjelaskan 

bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu 

sendiri.Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang 

dikemukakannya ada empat hal pokok yang mempunyai hubungan erat dengan 

pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. 

1. Hukum adalah hal yang positif artinya hukum positif merupakan 

ketentuan perundang-undangan. 

2. Hukum berdasarkan fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan. 

3. Fakta-fakta yang terkandung atau terkandung dalam undang-undang harus 

dirumuskan secara jelas, sehingga terhindar dari pengertian atau batasan 

dan dapat dilaksanakan dengan mudah. 

4. Hukum positif tidak dapat diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada 

pandangannya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum 

atau lebih spesifik lagi produk peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum 

merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam 

masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum positif dianggap tidak adil. 
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Selanjutnya kepastian hukum adalah suatu keadaan, ketentuan atau ketetapan yang 

pasti.Pada hakekatnya hukum harus pasti dan adil. Artinya, hukum yang pasti 

adalah pedoman berperilaku dan adil adalah kode etik yang harus mendukung 

suatu ketertiban dan dianggap wajar. Hanya dengan kepastian dan keadilan hukum 

dapat dijalankan sesuai fungsinya. 

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum 

merupakan salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa 

kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berjalan dengan baik, 

artinya dengan adanya kepastian hukum orang yang berhak adalah orang yang 

berhak yang telah mendapat putusan dari suatu putusan hukum sendiri.
29

 

Sudikno
30

 juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat 

dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum 

bersifat umum, mengikat setiap individu, menggeneralisasi, sedangkan keadilan 

itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, 

individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Dari hakikat hukum dan keadilan itu 

sendiri, jelaslah bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Dengan 

demikian, kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya. 

Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada 
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dan yang tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai kepastian 

hukum, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa nilai-nilai tersebut 

memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara 

dalam mengaktualisasikan hukum positif.
31

 

2. Maqasid Shariah-Interrelated System 

Sebagai analisa dalam melihat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dilihat dari 

penerapan Maqashid al-Syariah Jasser Auda dapat dilihat dari pendekatan teori 

sistem. Teori sistem yang digagas oleh Jasser Auda memiliki banyak fitur, 

diantaranya adalah Interrelated.
32

 Interrelated artinya memiliki struktur hirarki. 

Dimana sebuah sistem terbangun dengan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. 

Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk 

membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses 

pemilihan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian yang ada. 

Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula 

sebaliknya.  

Fitur hierarki saling berkaitan (al-harakiyyah al-mu’tamadah tabadulliyan; 

interrelated heirrelated hierarchy), setidaknya memberikan perbaikan pada dua 
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dimensi Maqasid al-Syariah. Pertama, perbaikan jangkauan Maqashid. Jasser Auda 

mencoba membagi hirarki maqashid kedalam tiga kategori, yaitu: 

1. Maqasid al-‘Ammah (Maqasid General), Maqasid al-‘Ammah adalah maqasid 

yang mencakup masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri‟ yang bersifat 

universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek 

Dharuriyah dalam Maqashid Klasik. 

2. Maqasid Khassah (Specific Maqasid), Maqasid Khassah merupakan maqasid 

yang berkaitan dengan maslahah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya 

tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak 

diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. 

3. Maqasid Juz’iyah (Parcial Maqasid), Maqasid Juz‟iyah merupakan maqasid yang 

paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini juga disebut sebagai 

hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah dibutuhkannya aspek kejujuran 

dan kuatnya ingatan ddalam persaksian. Dalam kasus criminal bisa jadi cukup 

dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang 

bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.  

Ketiga kategori Maqasid al-Syariah tersebut harus dilihat dari secara 

holistic, tidak terpisah-pisah dan bersifat herarkis sebagaimana dalam teori 

maqasid klasik. Kesatuan maqasid ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum 
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atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan 

dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. 

Maqasid tradisional bersifat individual, dalam arti keterjangkauan 

perbaikannya. Maka fitur hirarkis saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan 

publik pada teori maqasid kontemporer. Implikasinya, maqasid menjangkau 

masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya, maqasid publik itulah 

yang diprioritaskan ketika menghadapi delima dengan maqasid individual. 

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif 

dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab 

tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid 

seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam harus diperluas. Yang semula 

terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas cakupannya menjadi lebih 

umum; dari wilayah individu menjadi wilayah umum dengan segala tingkatannya. 

Sehingga apabila keenam poin maqashid syariah dijabarkan menjadi; 

a. Hifdz al-Din yang artinya memelihara agama menjadi Hifdz al-

Hurriyah al-I’tiqad yang berarti perlindungan kebebasan 

berkeyakinan; 

b. Hifdz al-Nafs yang artinya memelihara jiwa menjadi Hifdz al-huquq 

al-Insan; perlindungan hak-hak manusia, termasuk di depan hukum; 
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c. Hifdz al-Mal, perlindungan harta menjadi perwujudan solidaritas 

sosial; 

d. Hifdz al-Aql menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan 

semangat mencari ilmu pengetahuan; 

e. Hifdz al-Nasl menjadi Hifdz al-Usrah yaitu perlindungan keluarga, 

dan; 

f. Hifdz al-‘Ird, perlindungan kehormatan menjadi perlindungan harkat 

dan martabat manusia.
33

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu pendekatan dengan cara mencatat, mengklarifikasi dan menjadikan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber ilmiah tertulis. Setelah melakukan telaah pustaka, 

menganalisis sumber-sumber literatur yang ada, kemudian difokuskan pada kajian 

masalah yang akan dibahas.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang 

meninjau dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 

berdasarkan literatur-literatur terkait undang-undang, buku-buku, dan yurisprudensi 

yang berhubungan dengan permasalahan. 

Penulis menggunakan jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 

dua macam, yaitu: peratama data primer, yang merupakan Undang-Undang No. 21 
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Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan MK No.93/PUU-X/2012, sedangkan 

yang kedua data sekunder, yang berupa data yang didapatkan dari berbagai referensi, 

baik yang berupa buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, pendapat 

para pakar hukum, dan sumber-sumber yang lain. 

Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan data dan analisis data  dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga tahap, antara lain: 1) Mengidentifikasi data dengan cara 

mengumpulkan beberapa referensi, kemudian memilah dan memisahkan data yang 

akan dibahas, 2) mereduksi data dengan memilih dan memilah data yang 

berhubungan dengan topik penelitian, dan 3) editing data, yaitu dengan cara 

memeriksa data hasil penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui relevansi 

(hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban 

dari rumusan masalah yang ada.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik validitas data dengan cara 

triangulasi (gabungan), yaitu dalam teknik pemeriksaan memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, (2) membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berhubungan.  

H. Sistematika Pembahasan 

Sebagai langkah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini penyusun 

mengambil sistematika sebagai berikut: 
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Bab pertama, membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

kerangka teoritik dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran 

menyeluruh penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.  

Bab kedua, membahas tentang Mahkamah Konstitusi yang meliputi sejarah, 

kewenangan dan judicial review, dan juga tentang sengketa ekonomi syariah. 

Bab ketiga, menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012, Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang meliputi pertimbangan dan legal standing pemohon, 

pertimbangan para ahli, pertimbangan pemerintah dan DPR RI, pertimbangan 

Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion yang timbul dari para hakim. 

Bab keempat, menjelaskan tentang analis terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan teori kepastian hukum, dan teori 

maqashid syariah Jasser Auda yaitu fitur interrelated system. 

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sesuai rumusan 

masalah, saran atas penyempurnaan terhadap penelitian ini yang dilengkapi dengan 

dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) 

dipandang dari fitur interrelated system maqashid syariah Jasser Auda adalah sebuah 

upaya untuk mengembalikan gangguan sistem yang mengakibatkan ketidakpastian 

hukum bagi pemohon khususnya dan bagi masyarakat secara umum. 

Upaya tersebut bisa dilihat dalam dua aspek, pertama, secara kelembagaan dalam 

lingkungan peradilan, dimana kewenangan memutus perkara pidana berada pada 

wilayah pengadilan umum, sedangkan perkara sengketa ekonomi syariah berada pada 

peradilan agama. Maka dengan dihapuskannya penjelasan pasal tersebut, MK telah 

mengembalikan relasi antar sistem sistem menjadi teratur dan bekerja sebagaimana 

mestinya sesuai kewenangannya. 

Kedua, secara norma hukum, dimana penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara tingkatan tidak 

sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga pertentangan ini 

menjadikan subyek hukum tidak memiliki kepastian hukum dalam mencari keadilan. 

Oleh karenanya, putusan MK tersebut merupakan upaya untuk menstabilkan kembali 

gangguan sistem yang trouble dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di 

Indonesia sehingga menjadi teratur kembali dan berjalan sebagaimana mestinya. 
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Upaya MK di atas dampaknya adalah terhadap maqashid al-‘ammah yang di 

dalamnya terkandung keteraturan, tasyri’ dan ‘adhalah, yang muara dari keputusan 

tersebut adalah kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan 

tujuan maqashid syariah, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-din) dan harkat martabat 

masyarakat sebagai subyek hukum (hifz al-‘Irdh). 

B. Saran 

Secara universal, Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2), dan 

secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perbankan Syariah No. 93/PUU-X/2012 

telah bersifat final dan mengikat, Namun agar kedepannya dapat menciptakan produk 

hukum yang lebih berkualitas perlu untuk lebih memperhatikam instrumen produk 

hukum dapat dirasakan secara langsung dilapangan (ralita). Dengan demikian 

diharapakan terwujudnya produk instrumen dan budaya hukum yang berkualitas. Hal 

tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam mewujudkan 

iklim berbangsa dan bernegara yang demokratis. 
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